BUPATI MINAHASA UTARA
PROVTNST SULAWESI UTARA

PERATURANBUPATIMINAHASAUTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAANPENDAPATANDANPENGALOKASIANJASA
SARANA DAN JASA PELAY ANAN PASIEN UMUM DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS
TAHUN ANGGARAN2019

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang: a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja, dan
kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Maria
Walanda Maramis adalah melalui pengalokasian pendapatan daerah yang
bersumber dari retribusi atas pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk
digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan yang
bekerja di rumah sakit;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (I) buruf b Undang-
UndangNomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan pasal 9 Peraturan
Daerah Nomor | Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah;

c. bahwa agar pengalokasian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber
dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang
Pengelolaan Pendapatan dan Pengalokasian Jasa Sarana dan Jasa
Pelayanan pasien umum di Rumab Sakit Umum Daerah Maria Walanda

Maramis TahunAnggaran 2019; ~



Mengingat

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4343);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sak.it (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terak.hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 473 7), 1"



Menetapkan:

10.

11,

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pernanfaatan Tnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 teotang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Minahasa Utara;

. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Minahasa Utara,

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor | Tahun 2018
tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Tipe B Kabupaten Minahasa Utara,

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA
SARANA DAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS TAHUN
ANGGARAN 2019 ~



BABJ
KETENTUAN UMUM

Pasd 1

Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan :

L.

2.

10.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;

Pemerintah Daerah adalah Bupati clan perangkat Daerah sebagai unsur penye)enggara

Pemerintahan Daerah;
Bupati adalah Bupati Minahasa Utara,

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan

barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

badan;

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh pribadi atau Sadan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk me)akukan pembayaran retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

Rumah Sakit Umum Daerah "Maria Walanda Maramis" yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Minahasa Utara;,

Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD "Maria Walanda Maramis'"Kabupaten

Minahasa Utara yang selanjutnya disebut Direktur;
TenagaMedis adalah dokter spesialis.dokter umum dan dokter gigi;
Tenaga Pelayananadalah perawat dan bidan;

Tenaga Penunjang Medik adalah tenaga laboratorium.radiologi.apoteker clan petugas

apotik.ahli gizi,rehab medik,petugas elektromedik;

Tenaga tidak terlibat laagsung adalah tenaga struktural rumah sakit,petugas rekam

medik tenaga administrasi; iD\-



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Tenaga Pelayanan lainnya adalah sopir ambulance, petugas cleaning servicejuru masak,

tukang kebun,Petugas Keamanan;

Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit berupa
Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gawat Darurat yang

mencakup Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik;

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsulJtasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak

langsung di Rumah Sakit;

Pasien umum adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan,baik secara langsung maupun
tidak langsung di Rumah Sakit dengan membayar sendiri;

Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien

oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik;

Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di
rumah sak.it yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik meliputi
pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry dan

lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan;

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang

rawat inap;

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya

untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan,rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati

tempat tidur pada ruang rawat inap;

Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan
kritis yang memerJukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan

sarana khusus dan tenaga terarnpil;

Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan

diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan pasien;

Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleb tenaga keperawatan di Rumah

Sakit; | \,



26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/ kolaborasi
dengan pasien atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai

lingkup wewenang dan tanggungjawab perawat,

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang

penegakan diagnosis dan terapi,

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakir

yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan redik;

Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilaksanakan oleh

tenaga medik;

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan

umum dan pembiusan lokal;
Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;

Tindakan Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk

menghindari seseorang dari kematian atau cacat (live saving),

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas
jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan,

konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana,
fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai
yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi

serta pemakaian sarana non operasional,

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah
Sakit;

Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan menggunakan mekanisme
asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleb Pemerintab;

Dana Jaminan Kesehatan Nasional adalah bayaran atas jasa khusus disediak.an dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah untuk kepentingan kesehatan

bagi masyarakat miskin; ~
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BABII
PENGELOLAANPENDAPATAN

Pasal2

Pendapatan RSUD berasal dari basil penerimaan atas pungutan retribusi kepada pasien
atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit;

Komponen Retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (I) terdiri atas jasa sarana dan
jasa pelayanan;

Tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah merupakan imbalan atas jasa
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit
dan jasa sarana atas pemanfaatan berbagai fasilitas rumah sakit yang disediakan oleb

Pemerintah Daerah bagi seluruh pasien atau rnasyarakat yang berobat di rumah sakit;

Pasal 3

Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana disebutkan pada PasalJ 2 baik yang bersumber
dari penerimaan retribusi atas pelayanan kesehatan bagi pasien umurn klairn asuransi atas
Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) dan pasien peserta Asuransi jenis lainnya yang
mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak rurnah sakitharus dicatat daJam buk.ukas
urnum dan disetor secara bruto oleh bendahara penerimaan ke kas daerah;

Penerimaan klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disetor ke kas daerah
setelah melalui proses verifikasi klaim dan pembagian alokasi jasa sarana dan jasa
pelayanan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan

pernanfaatan atas penerimaan dana kleim JaminanKesehatan Nasional,

BABIl
PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 4
Rumah Sak.it Umum Daerah berhak melakukan klaim jasa sarana dan jasa pelayanan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai imbalan terhadap setiap
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit
kepada setiap pasien atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut;
Pembagian alokasi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang dapat diklairn oleh pihak Rumah
Sakit Umum Daerah kepada Pemerintah Daerah adalah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan

Daerah Nornor 1 Tahun 2018; ~
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BAB IV
PENGELOLAAN BASIL PENERIMAAN JASA SARANA DAN
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5
Jasa pelayanan dibagi secara proporsional kepada:
a. Tenaga Medik Dokter Spesialis
b. Tenaga Medik Dokter Umum
c. Tenaga Paramedis Perawatan dan Bidan
d. Tenaga Penunjang Medik
e. Tenaga terlibat langsung dan
f Tenaga tidak terlibat Jangsung.( Tenaga Administrasi )
g. Tenaga Pelayanan lainnya.
Pasal 6
Komponen jasa sarana terdiri dari komponen jasa sarana penyediaan bahan habis pakai
medik dan obat-obatan; jasa sarana penunjang medik; Jasa manajemen rumah sakit.
Jasa manajemen, dibagi secara proporsional kepada :
a. Direktur;
b. Kepala Bagian,Kepala BidangKepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bersama staf;
c. Pengelola Administrasi klaim jasa pelayanan;
Jasa sarana penunjang medik, dibagi secara proporsional kepada;
a. Instalasi Laboratorium;
b. Instalasi Radiodiagnostik;
c. Instalasi Gizi;
d. Instalasi Radiologi;
e. Instalasi Apotik;

Jasa sarana penyediaan Bahan Habis Pakai dan obat-obatan;

Pasal 7
Tim pengelola teknis administrasi klaim jasa pelayanan baik yang bersumber dari pasien
urnum, JKN dan asuransi lainnya diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur;
Honor tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam alokasi

!
pembagian proporsi jasa sarana; lor
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BABV

PROPORSJ PEMBAGIAN ALOKASI ,JASA SARAN A DAN JASA PELAY ANAN

YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PASIEN UMUM

Pasal8

Proporsi pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari penenmaan
pasien umum, sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Besaran proporsi sebagaimana terdapat pada ayat (1) dibagi secara proposional
berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam rapat antara direktur dengan seluruh tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan di rumah sakit;

Besaran proporsi pembagian jasa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) merupakan
pedoman bagi tim pengelola teknis administrasi klaim untuk membayar kepada para

pemberi jasa layanan dirumah sakit;

Pasal 9
Tim pengelola bertanggung jawab membuat surat pertanggung jawaban dan mengelola
pertanggung jawaban keuangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlak.u.
Tim pengelola memasukan Surat Pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran

untuk kepentingan audit internal dan eksternal. ff



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ")\

Ditetapkan di : Airmadidi
pada tanggal : 3 .:LirNJOri :/,()19

Diundangkan di : Airmadidi
pada tanggal . ~jIVW'ei 2¢\9

SEKRETARIS DAERAH
KABUP ATEN MINAHASA UTARA

JEMMYHKUHU

BERITADAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR ~

PARAF KOORDINASI

PJ.Kasuba . Keuan an

PJ.Kabag Administrasi Umum dan
Keuan an

Direktur RSUD M.W. Maramis

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris Daerah Kabu aten
Wak.il Bu ati Minahasa Utara

Dengan Hormat untuk
Bu ati Minahasa Utara ditandatan ani




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR S TAHUN 2019

TANGGAL : f .'41,.4,11,i .2.01t
TENTANG

PERATURANBUPATI MINAHASAUTARATENTANGPENGELOLAAN PENDAPATANDAN PENGALOKASIAN JASA SARANADAN

JASA PELAYANAN PASIEN UMUM DI RUMAHSAKITUMUM DAERAHMARIA WALANDAMARAMIS TAHUNANGGARAN 2019

|. PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN UMUM

PROSENTASE PROPORSIONAL JASA
KONVERSt 1LU:tt, PS: &VAUL 1) c:teaA
Tenaga | 1enag] Tenaaa Tenea Tenafa | Tenaaa | Tenaga Manalemen 10 % KET.
JEN'S JASA Medlk | Medlik| ~ Plramedll |penunjarlg Pelayanar] ttrlibat | tidtk | Opatdan | Penun!ing Penaelola 35 % | PtlabatStruktural dan Sttf 30 %

Dokter | Dokte Pttlwttl Medlk| lalnnya |I1nglung| terllbat BHP Medlk Direktur Intl Ru |KaSubag/Sek Staf

Spealallt|  Umum Bidin lang,ung|  85% 5% 35% Rp. Rp. Rp. Rp.

1 | 2 4 5 [] T (] (] 10 11 12- 13 14 18

Jasa Pelayanan Karels Rawat Jalan / Rawat Darurat 100% : 95% 5% 85% 5% 350~ | 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Rawat Jalan/ Dokter Umum 100% 40% 30% 5% 5% -l 20% 85% 6% 36% 80% | 20% 60% 40%
JasaPelayanan Rawat Jalan / Ookter Speslalls 100% 45% 30% 5% - 20% 86% 6% 35% 80% | 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Rawat Inap 100% 30% 15% 35% 5% 5% : 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pefayanan Laborato.rlum 100% 10% 10% 10% . . 45% 25% 85% 6% 35% 80% | 20% 60% 40%
JasaPeiayanan Rawat Darurat 100% 10% 15% 40% 10% 5% | 20% 85% 5% 35% 80% | 20% 60% 40%
‘| ~saPe~y~nanPersalinan 100% 10% 10% 70% 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan USG 100% . 30% . 60% 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa PelayananECG 100% 30% 10% 30% 20% - 10% 86% 6% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Ambulance 100% 30% 60% 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Farmasi / Obat 100% 10% 10% 70% 10% 85 olo 5% 35% 80% | 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Rontgen 100% 10% 10% - 70% 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan ICU 100% 30% 20% 30% 10% 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Tindaka—Operaskeell 100% 20% 20% 50% . 10% 85% 5% T 35% 80% | 20% 60% 40%

Il. PembaAlan Jasa Pelavanan Untuk Tindakan Medik Operatlf di kamar Operasi Sbb :

a.) Operasi Sectio Caesarea

a. Jasa Operator setinggl-tingginya 40% ( empat puluh persen)

b. Jasa Anastesl| setlnggi-tingginya 23% (dua puluh tiga persen)

c. Jasa Penata Anastesi setinggi-tingginya 7% ( tujuh pesrsen )

d. Jasa Penerima Bayi setmggl-tingginya 15%( lima belas persen)

dengan pembagian 13%(tiga belas persen untuk dokter Anak dan 2%

untuk Bidan /perawat penerima bayi.

e.petugas kamar Operasl setlnggi-tingginya 10%(sepuluh persen)

d.Jasa Perawat ruangan setinggi-tingginya 5 % (lima persen )

PARAF KOOROINASI

b). Operasi Mata

aJasa Operator Setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen)

b.Jasa Petugas Kamar Operasi setinggi-tingginya 20%(dua puiun persen)
cJasa Perawat ruangan setingg-tingginya 5% (lima persen)

dJasa Tenaga tidak terlibatlangsung setinggi-tingginya 5%(1ima persen)
C). Operasi selain Sectio Caesarea dan Mata

aJasa Operator setinggl-tingginya 45% (empat puluh time persen)
bJasa Anastesi setinggi-tingginya 23%(dua puluh tiga persen)

cJasa Penata Anaestesi setinggi-tingginya 7% ( tujuh persen)

d.Jasa Petugas kamar Operasi setinggi-tingginya 10%( sepuluh persen)
eJasa Perawatruangan setinggi-tingginya 10%(sepuluh persen)

fJasa Tena a tidak terlibatlan sun setin i-tingginya 5%(lima persen)

PJ.Kepala Sub Bagian Keuangan

PJ.Kabag.Admlnistrasi Umum dan

Keuan an

Direktur RSUD M.W.Maramis

Pit. Kepala Bagian Hukum

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Sekretaris Oaerah Kabupaten

Wakll Bupati

Bupatl MInahasa Utara

Dengan hormat untuk
ditanda tangani




